BAB V

PENUTUP

51. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetensi pemerintah desa,
sistem keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Berastagi. Dalam
pengambilan hasil penelitian, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang
berisi pernyataan yang relevan terhadap variabel penelitian dan jumlah kuesioner
yang disebarkan kepada aparat pemerintah desa sebanyak 54 kuesioner dan
kuesioner yang kembali sebanyak 54. Berikut kesimpulan pengujian yang telah

dilakukan selama penelitian:

1. Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X1) diperoleh hasil nilai
signifikan sebesar 0.110. Nilai tersebut lebih besar dari nilai
probabilitasnya yang sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa tidak berpengaruh
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan
Berastagi.

2. Variabel Sistem Keuangan Desa (X2) diperoleh hasil nilai signifikan
sebesar 0.001. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitasnya yang
sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem
Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa di Kecamatan Berastagi.
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3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) diperoleh hasil nilai
signifikan sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai
probabilitasnya yang sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan

Berastagi.

Penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yang mana adalah menguji kembali
penelitian terdahulu dengan subyek yang berbeda. Hasil penelitian ini
menunjukkan terdapat variabel yang memberikan hasil yang sama dan terdapat
variabel yang menunjukkan hasil yang berbeda. Kompetensi Pemerintah Desa
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sejalan
dengan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan Sistem Keuangan Desa dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa dan sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil Uji F
menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil daripada 0.05.
Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian
ini layak digunakan. Berdasarkan uji koefisien nilai Adjusted 4 Square sebesar
0.624 artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan
variabel dependen sebesar 62.4% sedangkan sisanya sebesar 37.6% dipengaruhi

oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam mode regresi.

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kemungkinan ini

terjadi di desa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dikarenakan terdapat
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beberapa aparat pemerintah desa atau oknum yang menjawab bahwa kompetensi
pemerintah desa tidak penting dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini dibuktikan
dari beberapa responden menjawab bahwa tidak pernah mengikuti pelatihan,
sehingga tingkat kompetensi dari oknusm dapat dikategorikan rendah. Dengan
rendahnya kompetensi pemerintah desa memberi peluang bagi oknum lainnya
yang lebih lihai dalam melakukan penyelewengan keuangan desa. Maka dari itu,
perlu adanya peningkatan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas yang
diberikan, sehingga dengan kompetensi yang tinggi kemungkinan dari
penyelewengan keuangan desa dapat dipersempit hingga sulit terjadi. Kompetensi
menjadi dasar dari segalanya, dengan begitu dapat mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa, terkhususnya desa yang ada di Kecamatan Berastagi

Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

5.2.  Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan,

terdapat keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian, yaitu:

1. Kesulitan dalam pengumpulan data kepada aparat pemerintah desa,
karena banyak dari aparat pemerintah desa tidak biasa dalam melakukan
pengisian kuesioner melalui google form sehingga penelitian harus
dilakukan secara manual dan mengunjungi seluruh desa-desa yang ada
di Kecamatan Berastagi.

2. Beberapa aparat pemerintah desa lalai dalam mengisi kuesioner, dimana

waktu yang diberikan dalam pengisian kuesioner adalah selama 1
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minggu dan terdapat aparat pemerintah desa yang lupa dalam
melakukan pengisian, sehingga waktu yang dikeluarkan selama
penelitian harus diperpanjang dan melakukan proses olah data harus

diundur.

53. Implikasi

Terdapat implikasi untuk pemerintah desa terkait penelitian yang telah

dilakukan, berikut implikasi yang diberikan pemerintah desa terkait selanjutnya:

1. Peneliti mengharapkan kepada desa-desa yang ada di Kecamatan
Berastagi Kabupaten Karo, agar meningkatkan kompetensi aparat
pemerintahnya, baik yang masuk secara struktural pemerintahan
maupun tidak masuk struktural pemerintahan yang sah. Dengan
meningkatkan kompetensi, pemerintah desa dapat memperoleh insight

yang memadai dalam mengelola keuangan desa.

2. Peneliti mengharapkan kepada aparat pemerintah desa untuk
menyediakan  segala bentuk kebutuhan pendukung dalam
meningkatkan sistem keuangan desa, sehingga aparat pemerintah desa
dapat dengan mudah dalam menggunakan sistem keuangan desa.

3. Peneliti mengharapkan kepada aparat pemerintah desa terbuka terkait
aksesibilitas laporan keuangan dan di tampilkan setiap bulannya
sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja pemerintah

kepada pemangku kepentingan.
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